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ABSTRAK 

 

Untuk mengatasi permasalahan pergelandangan dan pengemisan di Kota 

Semarang, Pemerintah Kota Semarang melakukan berbagai langkah-langkah guna 

menjamin hak dari anak jalanan, gelandangan, dan pengemis. Salah satu langkah 

yang digunakan adalah membuat sebuah aturan, yaitu Peraturan Daerah Kota 

Semarang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Penanganan Anak Jalanan, Gelandangan, 

Dan Pengemis Di Kota Semarang, aturan tersebut berisikan mengenai bagaimana 

penanganan yang dilakukan oleh pemerintah Kota Semarang dalam mengatasi 

anak jalanan, gelandangan, dan pengemis.   

Tujuan penelitian ini untuk meneliti pertama penegakan hukum Pasal 24 

Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 5 Tahun 2014. Kedua, faktor 

penghambat dalam pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 5 Tahun 

2014. 

Metode pendekatan yang digunakan oleh peneliti adalah metode penelitian 

yuridis empiris. Data diperoleh dari lapangan dan studi kepustakaan yang 

dianalisis dengan analisis data kualitatif.  

Berdasarkan hasil penelitian menyatakan bahwa pelaksanaan penegakan 

hukum Pasal 24 Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 5 Tahun 2014 mengenai 

larangan pemberian uang kepada anak jalanan, gelandangan dan pengemis belum 

dapat ditegakkan. Hal ini dikarenakan pihak yang berwenang melakukan 

penegakan hukum terkait Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 5 Tahun 2014 

adalah Satpol PP sementara Satpol PP saat ini hanya fokus melakukan penegakan 

pada anak jalanan, gelandangan dan pengemis. Faktor Penghambat dalam 

Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 5 Tahun 2014 terdiri dari 

faktor penegak hukum, faktor masyarakat dan faktor budaya. Faktor budaya dan 

faktor masyarakat lebih berperan dalam menghambat pelaksanaan penegakan 

hukum dalam rangka penanganan anak jalanan, gelandangan dan pengemis di 

Kota Semarang karena sulit untuk diatasi. 

Saran penelitian ini adalah perlu adanya peningkatan kinerja, koordinasi 

dan sinergi dari lembaga/aparat penegak hukum terkait yaitu Satpol PP Kota 

Semarang. Evaluasi dan perbaikan secara menyeluruh harus segera dilakukan oleh 

Pemerintah Kota Semarang dan dinas terkait untuk mengatasi hambatan-hambatan 

dalam penegakan hukum pidana terhadap gelandangan pengemis, baik itu yang 

terkait dengan faktor penegak hukum, faktor masyarakat maupun faktor budaya. 

 

Kata kunci:  Penegakan Hukum, Sanksi, Pelarangan Pemberian Uang, 

Anak Jalanan, Gelandangan, dan Pengemis. 
 

 

 

 

 


